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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud dapatlah disusun.

Laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem
administrasi pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, professional, efektif serta tanggap
terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Selain itu,
laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang telah diberikan
oleh Bupati kepada Sekretarias Daerah pada Tahun 2022. Adapun laporan ini disusun
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, yang dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui kesempatan ini kami mengharapkan saran dan kritk dalam
penyempurnaan LK|.IP ini, karena kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak
kekurangan, selain itu pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang turut serta memberikan masukan dan dukungan hingga tersusunnya LKj.IP
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud TahunAnggaran 2022.

Demikian Penyusunan LK].IP Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun Anggaran 2022 kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan dalam rangka
pengambilan kebijakan dan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud.

Melonguane, Februari 2023

Sekretarjs Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud

Dr. YOHANIS B: K. KAMAGI, AP., M.Si
PEMBINAUTAMA MADYAIV C
NIP. 19750606 199311 1 002
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dibuat
dengan tujuan untuk dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada
pemberi mandat atas kinerja dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi
Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja tersebut
dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada sasaran strategis perangkat daerah
dalam Dokumen Rencana Strategisnya. Sasaran strategis tersebut memiliki target
dengan indikator kinerja utama yang dikerjakan selama 5 tahun atau sejalan dengan
Rencara Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam mencapai Visi Misi

Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja pada 3 (tiga) sasaran strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 202 diperoleh capaian
kinerja keseluruhan sebesar 96,33% atau berkategori Sangat Baik Hasil capaian
tersebut merupakan hasil dari 9 indikator kinerja, yang dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran 1:
Nilai LPPD
Nilai Sakip

Indeks Pelayanan Publik

Indeks
Pelayanan Publik

Kepatuhan

Sasaran 2 :

Presentase Agenda Resmi
Pemerintah yang
Pelaksanaanya berjalan
dengan lancar

Sasaran 3:

Presentase  Terlaksananya
Kegiatan Kesejahteraan
Sosial dan Keagamaan
Presentase Rancangan
Produk Hukum Yang
Menjadi Produk Hukum
Presentase  Hasil
Yang Ditindaklanjuti

Monev

Indeks PBJ

Sekretariat Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Yang Bersih dan Berkualitas, dengan indikator kinerja :
Tercapai 100% dengan realisasi penilaian Sangat Tinggi diukur
dari Dokumen EKK EPPD

Tercapai 100% dengan realisasi hasil predikat B dari target B
berdasarkan hasil penilaian KementerianPanRB

Tercapai 139% dengan hasil penilaian dari KementerianPanRB
83,39 yang dikonversi ke skala 1-5 menjadi 4,15 dari target
sebelumnya 3

Tercapai 141,6% dengan realisasi nilai 70,79 dari Ombudsman
Rl yang dikonversi ke skala 1-5 menjadi 3,54 dari target
sebelumnya 2,5

Meningkatkan Kelancaran Tugas Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, dengan indikator kinerja :

Tercapai 81,25 dengan jumlah agenda resmi yang terlaksana
adalah 13 dari 16 agenda.

Meningkatnya Peran Koordinasi dan Monev Dalam
Merumuskan Kebijakan Daerah
Tercapai 90 % diukur dari jumlah bantuan yang berhasil

terealisasi atau jumlah realisasi keuangan

Tercapai 52,84% dari hasil 4 Perda dari 28 Rencnana Perda 23
Perbup dari 52 Rencana Perbupdan 262 SK yang diterbitkan

Tercapai 84,48% yang terukur dari hasil pembangunan yang
telah dilaksanakan. Hasil pembangunan digunakan sebagai
ukuran karena menjadi indikasi capaian presentase monev yang
ditindaklanjuti.

Tercapai indeks 31,7 dari hasil penilaian LKPBJ Republik
Indonesia tahun 2022.
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Sasaran 4 :

Persentase Fasilitasi
Pengelolaan Sumber Daya
Alam

Persentase Koordinasi
Pengendalian dan
Pemantauan Peningkatan

Perekonomian Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Meningkatnya Koordinasi Perekonomian dan SDA
Tercapai 100% yang terukur dari capaian kegiatan fasilitasi
pengelolaan sumber daya alam

Tercapai 100% yang terukur dari capaian kegiatan monitoring
dan EvaluasiEkonomi dan Sumber DayaAlam
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi seluruh
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, sehubungan dengan itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sisem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur /egitimate dan akuntabel sehingga penyelenggaraan
pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dalam pasal 3 Undang - Undang No 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme menyatakan bahwa asasasas umum penyelenggaraan negara
meliputi : asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBDdan untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah tersebut,
ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SAKIP
merupakan rankaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah. Esensidari SAKIP bagi OPD adalah perwujudan dari implementasi
sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini
merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan
bahwa Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran strategis OPD dapat dipenuhi melalui
implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras dan
berkesinambungan setiap tahunnya. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan
dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja OPD yang berhasil
dicapai.

Selanjutnya pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan,
capaian kinerja yang berhasil dicapai itu dikomunikasikan kepada para
stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK].IP), dimana
palaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya

Adapun hasil penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 di
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud didapatkan hasil sebagaimana
laporan berikut.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud @
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1.2 GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan unsur
penunjang pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
yang bertanggung-jawab kepada Bupati Tugas dan fungsi diantaranya
membantu Bupati dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan,
membina, menetapkan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Dasar hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Talauddan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretatiat Daerah.

1.2.1 Struktur Organisasi dan Persona lia

Dalam mencapai target kinerja Sekretariat Daerah perlu ditopang dengan
Sumber Daya Manusia yang terampil dan profesional. Sejak Januari 2022,
instansi ini memiliki Pegawai Negeri Sipil sejumlah 159 (Seratus Lima Puluh
Sembilan) orang yang ditempatkan pada 9 Bagian. Berikut Struktur Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mencapai target kinerja.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
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SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KELOMPOK
JABATAN ASISTEN ASISTEN
FUNGSIONAL PEMERINTAHAN DAN PEREKOMNOMIAN
TERTENTU KESEJAHTERAAN DAN
1 RAKYAT PEMBANGUNAN
| I | 1
I | | |
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN PEKONOMIAN ADMINISTRASI PENGADAAN
RAKYAT HUKUM D;:YiLLHLBAI:‘R PEMBANGUMAN BAR:NG DAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN S8 ARGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
— ADMINISTRASI BINA MENTAL | PERUNDANG- H o o Heenvusunan| [ PENGELOLAAN
PEMERINTAHAN SPIRITUAL UNDANGAN BLUD PROGRAM o
SUB BAGIAN
ADMINIETRAS! SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN e
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DAN OTONOMI AN SOSIAL HUKUM MIAN AN FROGRAMI SECARA ELEKTRGMKI
DAERAH
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN Iyt SUB BAGIAN EVALUASI \_ PEMBINAAN DAN
-] KESEJAHTERAA —1 —1 SUMBER - ADVOKAS|
KERJASAMA N MASYARAKAT DAn DAYA ALAM DAN PENGADAAN BARANG
INFORMASI PELAPORAN B JASA
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Sumber : Lampiran | Perbup Nomor 4 Tahun 2020
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
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ADMINISTRASI
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UMUM PIMPINAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
PILﬁmJNSASﬁF II(ELEI\-'IBAGMN SUB BAGIAN
AHLI DAN [ DAN ANALISIS PROTOKOL
KEPEGAWAIAN JABATAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN PELAYANAN SSB B‘“‘G'h;‘
KEUANGAM M PUBLIK DAN - KOMUNIKASI
TATA LAKSANA PIMPINAN
SUB BAGIAN
RUMAH SUB BAGIAN SUB BAGIAN
—| TANGGA DAN KINERIADAN | LY DOKUMENTA
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1.2.2 Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dibentukberdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud berkedudukan
sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang penyusunan kebijakan
dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat
daerah serta pelayanan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pelaksanaan Tugas Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi sertaTata
Kerja Sekretariat Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Staf Ahli, dimana Sekretariat Daerah merupakan bagian dari
organisasi perangkat daerah mempunyai susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja sebagai berikut :

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerahdan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah
mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan
kebijkan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan
tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian Penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja PerangkaDaerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. Pelayanan Administratif dan Pembinaan aparatur sipil negara pada
Perangkat Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Sekretariat Daerah menunjukan
peran pentingnya dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan
Talaud melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

1.3 ISU STRATEGIS

Berbagai perubahan terjadi di tingkat lokal, regional maupun nasional
menuntut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dapat memberikan
pelayanan yang maksimal. Namun dalam menjawab tuntut tersebut, terdapat

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud @
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berbagai tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah dan menjadi isu strategis
yang perlu ditangani sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada
menjadi tepat sasaran. Isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1 Berdasarkan hasil ealuasi Menpan Rb dimana Kualitas Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kepulauan Talaud yang belm
maksimal sehingga perlu meningkatkan beberapa indicator antara lain :

1. Kualitas pelayanan Publik Pemerintah Daerah belum optimal.

Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat pelanggan

layanan Pemerintah mengeluhkan pelayanan Pemerintahan yang belum

prima, yang meliputi kepatuhan pada pelaksanaan SOP dan ketepatan
waktu pelayanan, sehingga persentase indeks kepuasan masyarakat

Kabupaten Kepulauan Talaud masih perlu ditingkatkan.

2. Kualitas manajemen Kinerja Pemerintah Daerah perlu dioptimalkan.

Hal ini ditandai dengan adanya nilai SAKIP Kabupaten yang belum

menunjukan hasil yang optimal disebabkan karena aspek perencanaan

dalam manajemen kinerja Pemerintah Daerah belum menerapkan
system akuntabilitas Kinerja dengan baik.

Perbaikan kualitas penyelenggaran pemerintah sangat diharapkan dapat
dilaksanakan sehingga dapat menjawab isu strategis tersebut sehingga
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat memiliki good governance and
clean government,

MAKSUD DAN TUJUAN

Terdapat dua fungsi utama laporan kinerja sebagai cerminan dari
maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja (LK].IP)
oleh setiap instansi pemerintah. Pertama Laporan Kinerja merupakan sarana
bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan terutama kepala
daerah (Bupati) sebagai pemberi amanah Kedua Laporan Kinerja merupakan
sarana evaluasi atas pencapaian kinerja OPD sebagai upaya untuk
memperbaiki kinerja di masa datang.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan
kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 mencakup hal-hal berikut ini :

A Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi,
menjadikan laporan kinerja 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban
Sekretaris Daerah atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama
tahun 2022 Kepada Bupati sebagai pemberi mandat. Esensi capaian kinerja
yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan
tujuan/sasaran Strategis telah dicapai selama tahun 2022.

A Aspek Manajemen Kinerjabagi keperluan internal organisasi, menjadikan
laporan kinerja 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja olehpara
pejabat di lingkup Sekretariat Daerah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja
di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, para pejabat
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di Sekretariat Daerah dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya
sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

15 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2022 disusun berdasarkanperaturan dan pedoman
landasan hukum sebagai berikut.

1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerabh;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepuauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kemlauan Talaud Nomor 3 Tahun
2016;

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan laporan kinerja Sekretariat Daerah disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan
sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAMpada Bab ini menjelaskan latar belakang, gambaran

umum Sekretariat Daereah pada tahun 2022, maksud dan tujuan
dan sistematika penulisan serta penekanan pada aspek strategis
organisasi.

Bab Il. PERENCANAAN KINERJAada Bab ini menyajikan perencanaan

strategis yang meliputi Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran strategis
berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daaerah periode tahun
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.1P!") Tahun 2022

Bab Il

Bab IV.

Sekretariat Daerah

2020-2025 dan uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Tahun 2022.

AKUNTABILITAS KINERJAPada Bab ini diuraikan capaian kinerja
organisasi untuk setiap pencapaian kinerja sasaran strategis
organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasidan
analisis capaian kinerja

PENUTUP menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah tahun 2022 ini dan langkah-
langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Kabupaten Kepulauan Talaud
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2.1

BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahandi
bidang Pekerjaan Umum slama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun
dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang akan dihadapi,
maka dalam perencanaan strategis telah dirumuskan komponen-komponen
dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pada Sekretariat
Daerah.

Berkenaan dengan Tugas Pokok dan Fungi Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud dan Sasaran Strategis padaRPJMD Tahun 20207 2025 yang
telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah menetapkan 1 (Satu) Tujuan yang
akan dicapai yaitu sebagai berikut:

fiMeningkatkan Kualitas Akunta bilitas Kinerja dan Keuangan Daerah o]

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada misi ke-1
(pertama) RPJMD kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2022025 yaitu
AMe wu ] uKkebuzaten Kepulauan Talaud Yang Bersihh oBersih mengandung
makna tidak kotor, tidak tercemar, tulus dan ikhlas dimana artinya pembangunan
manusia dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud berlandaskan pada sifat
yang tulus dan bebas dari hal-hal yang sifatnya mengotori makna pembangunan
itu sendiri. Birokrasi merupakan motor penggerak pembangunan yang bersih, hal
ini berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Sekretariat
Daerah. Dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
diharapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang bersih sehingga
pembangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk mencapai Tujuan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu:

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan
Berkualitas;

2. Meningkatkan Kelancaran Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahgan

3. Meningkatkan Peran Koordinasi dan Monev dalam Merumuskan Kebijakan
Daerah.

Agar sasaran strategis tersebut tercapai, maka disusun pula sasaran
program. Terdapat 4 (empat) sasaran program yang hendak dicapai, yaitu
sebagai berikut.

a. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum

dan otonomi daerah,;

b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah, tata laksana dan
kinerja aparatur;

c. Meningkatnya pelayanan administrasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan;
dan

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud @
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d.

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Umum dan Perlengkapan.

Sasaran program yang telah disusun tersebut harus didukung oleh 19

(Sembilan belas ) sasaran kegiatan. Berikut seluruh sasaran kegiatan yang
disusun untuk mencapai sasaran program.

a.

Terlaksananya evaluasi kinerja kecamatan;

b. Terlaksananya pembinaan Perangkat Daerah danKecamatan/Kelurahan;

@~ o oo

Terlaksananya Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah;

Terlaksananya Penyelesaian dan Penetapan Tapak Batas;

Tersusunnya Dokumen Pendukung Proses Pemekaran Wilayah;

Tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Darabh;
Meningkatnya Kualitas penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Perangkat Daerah;

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana;

Meningkatkan Kualitas Perjanjian Kinerja dan IKU Perangkat Daerah;
Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi;

k. Terlaksananya Pemgelolaan Hubungan Keprotokolan;

3._

~oT o>

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu KDH/WKDH,;

. Terlaksananya Penyiapan dan Penggandaan Materi Rapat dan Kebijakan

Pimpinan;

Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan;

Terlaksananya Penyusunan Naskah Sambutan darPidato KDH/WKDH;
Terlaksananya Fasilitasi Peliputan Media terhadap Kegiatan KDH/WKDH
Terfasilitasinya Jumpa Pers;

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelayanan Tata Usaha, Staf Ahli dan
Kepegawaian;

Terlaksananya akuntabilitas laporan keuangan Setda;dan

Terlaksananya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.
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2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202 2

Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan
bersama antara pemberi Amanah dan penerima Amanah dalam hal ini Bupati
dengan Pimpinan Perangkat Daerah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian
kinerja ini menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar e valuasi kinerja perangkat
daerah dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
strategis. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Terwujudnya Nilai LPPD Sangat Baik
Penyelenggaraan Nilai SAKIP B
Pemerintahan Daerah Yang Indeks Pelayanan Publik 3,00
Bersih Dan Berkualitas Indeks Kepatuhan
Pelayanan Publik 2,5
2. | Meningkatkan Kelancaran Presentase Agenda
Tugas Kepala Daerah dan Resmi Pemerintah Yang 100%
Wakil Kepala Daerah Pelaksanaannya Berjalan
Dengan Lancar
3. | Meningkatnya Peran Presentase
Koordinasi dan Monev Dalam | Terlaksananya Kegiatan 100%
Merumuskan Kebijakan Kesejahteraan Sosial
Daerah dan Keagamaan
Presentase Rancangan
Produk Hukum Yang
- 100%
Menjadi Produk Hukum
Daerah
Presentase Hasil Monev
g . 100%
Yang Ditindaklanjut
Indeks PBJ 45,00
4. | Meningkatnya Koordinasi Persentase Fasilitasi
Perekonomian dan SDA Pengelolaan Sumber 100%
Daya Alam
Persentase Koordinasi
Pengendalian dan
Pemantauan 100%
Peningkatan
Perekonomian Rakyat

Sumber : Perjanjian Kinerja T.A 2022 Perubahan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah
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3.1

3.1.1

BAB. Il
AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan hasil pengukuran kinerja atas
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi
dengan kinerja yang diharapkan. Selain menampilkan data capaian kinerja,
laporan ini juga mencakup analisis terhadap penyebab keberhasilan dan
kegagalan atau peningkatan/penurunan Kkinerja, analisis atas efisiensi
penggunaan sumber daya serta analisis program atau kegiatan yang
menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kerangka Pengukuran

Peniliaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
merupakan hasil dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja didapatkan dari
hasil pengumpulan data indikator kinerja. Pengumpulan capaian kinerja
dilakukan pada berdasarkan penanggungjaawab indikator kinerja. Pengukuran
kinerja ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan ketercapaian
target dengan realisasi atas indikator kinerja yang telah ditetapkan. Atas
pengukuran kinerja yang telah dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi
terhadap selisih capaian target dan realisasi sehingga didapatkan strategi atau
rekomendasi yang dapat dilakukan perbaikan atau peningkatan kinerja untuk
tahun selanjutnya.

Adapun untuk pengukuran tingkat keberhasilan kinerja setiap indikator
diukur menggunakan skala ordinal. Skala ini digunakan untuk memberikan
predikat terhadap presentase capaian kinerja. Berikut tabel yang menjelaskan
skala yang digunakan.

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran

No. Capaian Kinerja Interpretasi
1 O 95 % Sangat Baik
2 85 % s/d 94% Baik
3 75% s/d 84% Cukup
4 O 74% Kurang

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud @
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3.1.2 Capaian Kinerja Kinerja Tahun 2022

52.84% dari target 100%.

Tahun 2022

Pencapaian kinerja pada tahun 2022 diukur dari hasil capaian 3 (tiga)
sasaran strategis dengan total 9 (Sembilan) indikator kinerja. Rata-rata hasil
capaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 98.7%
atau berkategori Sangat Baik. Pencapaian tertinggi adalah indikator Indeks
Kepatuhan Pelayanan Publik dengan nilai realisasi 3,54 atau sebesar 141,52%
dari target. Sedangkan pencapaian terendah berada pada indikator Presentase
Rancangan Produk Hukum Yang Menjadi Produk Hukum Daerah dengan nilai

masing-masing indikator kinerja di tahun 2022.

Tabel 3. 2 Capaian KinerjaTahun 2022

Berikut tabel yang menjelaskan hasil capaian

NO SASARAN INDIKATOR PRESENTASE
STRATEGIS KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. | Terwujudnya Nilai LPPD Sangat Sangat 100%
Penyelenggaraan Baik Tinggi
Pemerintahan Nilai SAKIP
Daerah Yang B B 100%
Bersih Dan Indeks Pelayanan
Berkualitas Publik 3,00 4,17 139,00 %
Indeks Kepatuhan
Pelayanan Publik 2,5 3,54 141,60 %
2. Meningkatkan Presentase Agenda
Kelancaran Tugas Resmi Pemerintah
Kepala Daerah dan | Yang
Wakil Kepala Pelaksanaannya 100% 81,25% 81,25%
Daerah Berjalan Dengan
Lancar
3. Meningkatnya Presentase
Peran Koordinasi Terlaksananya
dan Monev Dalam Kegiatan 100% 90 % 90%
Merumuskan Kesejahteraan Sosial
Kebijakan Daerah dan Keagamaan
Presentase
Rancangan Produk
Hukum Yang Menjadi 100% 52,84% 52,84%
Produk Hukum
Daerah
Presentase Hasil
Monev Yang 100% 84,48% 84,48%
Ditindaklanjuti
Indeks PBJ 45,00 31,7 70,44%
4. Meningkatnya Persentase Fasilitasi
Koordinasi Pengelolaan Sumber 100% 100% 100%
Perekonomian dan Daya Alam
SDA Persentase
Koordinasi
Pengendalian dan
Pemantauan 100% 100% 100%
Peningkatan
Perekonomian
Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
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NO SASARAN INDIKATOR PRESENTASE
STRATEGIS KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Rata-rata Capaian 96.33%

Berdasarkan penjabaran hasil capaian kinerja tersebut, Sekretariat
Daerah memperolah hasil penilaian ratarata capaian kinerja 95,51% atau
berpredikat Sangat Baik .

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan
Target Jangka Menengah yang terdapat dalam RPJMD

Perbandingan capaian kinerja dengan target RPIJMD perlu diketahui
untuk dapat menjadi perhatian dan dicarikan solusi peningkatannya,

sehingga pada tahun 2025 target tersebut dapat tercapai

dengan

maksimal. Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan
target kinerja tahun 202 5.

Tabel 3. 3 Perbandingan Ralisasi Tahun 2022 dengan Target Tahun

2025
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI TARGET Capaian
STRATEGIS Kinerja 2022
TAHUN 2022 | TAHUN 2025 | Terhadap
Target
Kinerja 2025
1. Terwujudnya Nilai LPPD Sangat Sangat 100%
Penyelenggaraan Tinggi Tinggi
Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP B A 76,5%
Yang Bersih Dan Indeks Pelayanan
Berkualitas Publik 4,17 S 83,4%
Indeks Kepatuhan
Pelayanan Publik 3,54 4 88,5%
2. Meningkatkan Presentase Agenda
Kelancaran Tugas Resmi Pemerintah
Kepala Daerah dan Yang Pelaksanaannya
Wakil Kepala Daerah Berjalan Dengan 81,25% 100% 81,25%
Lancar
3. Meningkatnya Peran Presentase
Koordinasi dan Monev Terlaksananya
Dalam Merumuskan Kegiatan Kesejahteraan 90 % 100%
Kebijakan Daerah Sosial dan Keagamaan 0 90%
Presentase Rancangan
Produk Hukum Yang 52 84% 100%
Menjadi Produk Hukum ' 52,84%
Daerah
Presentase Hasil
Monev Yang 84,48% 100% 84,48%
Ditindaklanjut
Indeks PBJ 31,7 65,00 48,76%

Sekretariat Daerah
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Tahun 2022
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI TARGET Capaian
STRATEGIS Kinerja 2022
TAHUN 2022 | TAHUN 2025 | ornadap
Target
Kinerja 2025
4. Meningkatnya Persentase Fasilitasi
Koordinasi Pengelolaan Sumber 100% 100% 100%
Perekonomian dan Daya Alam
SDA Persentase Koordinasi
Pengendalian dan
Pemantauan 100% 100% 100%
Peningkatan
Perekonomian Rakyat
Rata - rata Capaian 82.34 %

Sekretariat Daerah

Berdasarkan tabel diatas didapatkan gambaran bahwa Kinerja Setda
pada tahun 2022 atau tahun kedua dari target tahun 2025 berkategori
cukup dengan rata-rata capaian sebesar 82,34%.

Kabupaten Kepulauan Talaud
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3.2  Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative solusi yang
dilakukan

Sasaran 1: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Yang Bersih dan Berkualitas
K
. INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PRESENTASE
| CAPAIAN
MNilai LPPD Sangat Baik Sangat Tinggi 100%
éNiIai SAKIP B B 100%
I'Indeks Pelayanan Publik 3,00 417 139.00 %
| Indeks Kepatuhan 2,5 3.54 141. 6 %
. Pelayanan Publik
Rata -rata Capaian 120.1 5

o

Penilan capaian sasaran 1 didukung oleh ketercapaian indikator kinerja
Nilai LPPD, Nilai SAKIP, Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepatuhan
Pelayanan Publik. Berikutanalisa capaian sasaran strategis 1.

Nilai LPPD

Nilai LPPD merupakannilai yang dikeluarkan oleh Kementerian
Dalam Negeri atas evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
selama 1 (satu) tahun anggaran. Evaluasi LPPD tahun 2022sementara
dilakukan, sehingga data yang digunakan untuk pengukuran capaian
kinerja berdasarkan KKE Tahun 2021. Adpun KKE EPPDIrahun 2021 Kab.
Kepl. Talaud mendapatkan nilai 95. Hasil penilaian tersebut didapatkan
oleh Kab. Kepl. Talaud karena pemda mampu menunjukan peningkatan
capaian pada indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mencapai target,
diantaranya:
1. Melakukan monitoring pelaksanaan pelayanan kepemerintahan;
2. Sosialisasi sistematika Penyusunan LPPkepada tim penyusun LPPD

Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud;

3. Menjemput secara langsung data LPPD dari setiap perangkat daerah;
4. Melakukan verifikasi data dari masing-masing perangkat daerabh;

Adapun terdapat berbagai hambatan dalam mencapai target
kinerja, diantaranya :
1. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap Indikator Kinerja

Kunci yang dimintakan realisasinya ;

Langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi
hambatan tersebut, yaitu :
1. Meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap Indikator

Kinerja yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah.

Nilai SAKIP

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud @
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Nilai SAKIP merupakan penilaian atas perwujudan good
governance pada lembaga pemerintah yang dinilai oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam
penilaian pelaksanaan SAKIP di tahun 2022, Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Talaud masih berhasil meningkatkan capaian menjadi B atau
berpredikat Baik. Hasil penilaian yang diperoleh Pemda dengan predikat B
(Baik) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Hasil Penilaian SAKIP Pemda Kab. Kepl. Talaugganti
menggunakan hasil evaluasi 6 desember 2022)

Komponen Yang Dinilai Bobot 2020 N 2021
a. Perencanaan Kinerja 30 19,32 20,34
b. Pengukuran Kinerja 25 13,10 14,09
c. Pelaporan Kinerja 15 9,70 9,91
d. Evaluasi Internal 10 4.89 5,66
e. Capaian Kinerja 20 9,68 10,18

Nilai Hasil Evaluasi 100 56,68 60.18

Tingkat Akuntabilitas Kinerja cc B

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Sumber: Surat Kemenpanrb Nomor:B/499/AA.05/2022

Keberhasilan capaian kinerja tersebut sebagai dampak dari
adanya perbaikan di berbagai komponen tersebut. Komponen
perencanaan ditingkatkan melalui penjenjangan kinerja, komponen
pengukuran kinerja ditingkatkan dengan cara pengukuran capaian yang
disempurnakan, peningkatan kualitas laporan kinerja ditingkatkan dari
segi analisa capaian, komponen evaluasi ditingkatkan dengan adanya
pedoman evaluasi dan komponen capaian kinerja semakin meningkat
dengan adanya penyesuaian capaian terhadap visi dan misi bupati dan
wakil bupati. Adapun berdasarkan langkahlangkah perbaikan yang telah
dilakukan, komponen perencanaan mencapai presentasecapaian kinerja
paling tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Persertase Capaian Komponen SAKIP

Komponen Yang Dinilai Bobot 2020 Nilad 2021 Pg;s;f;e

a. Perencanaan Kinerja 30 19,32 20,34 67,80

b. Pengukuran Kinerja o5 13,10 14,09 56,36

c. Pelaporan Kinerja 15 9,70 9,91 66,07

d. Evaluasi Internal 10 489 5,66 56,60

e. Capaian Kinerja 20 9,68 10,18 50,90
Nilai Hasil Evaluasi 100 56,68 60,18 60,18
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Nilai Per sentase
2020 2021 Capaian

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CcC B

Komponen Yang Dinilai Bobot

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Rl Nomor : B/118/AA.05/2022 Perihal Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 tanggal 6
Desember 2022 Pemerintar Daerah Kab. Kepulauan Talaud nemperoleh
poin 61,20 dengan kategori B.

Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun

2022
HASIL EVALUASI PELAPORAN KINERJA PERANG KAT
DAERAH TAHUN 2022

NO NAMA OPD NILAI KATEGORI
1 Bapelitbang 75% Cukup
2 BPKAD 75% Cukup
3 Inspektorat 75% Cukup
4 BKPSDM 75% Cukup
5 DPMPTSP 75% Cukup
6 SATPOL PP 75% Cukup
7 Dinas Perkim 75% Cukup
8 Dinas PUTR 75% Cukup
9 Dinas Kominfo 75% Cukup
10 Sekretariat DPRD 75% Cukup
11 BPBD 75% Cukup
12 Dinas Koperasi UKM 75% Cukup
13 Badan Kesbang Pol 75% Cukup
14 Dinas Parbud 75% Cukup

RATA-RATA 75% CUKUP

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP Kab. Kepl. Talau@022

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi system akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah Kab. Kepulauan Talaud Tahun 2022 yang
dilakukan oleh inspektorat dari 27 perangkat daerah yang ada dan 14
perangkat daerah yang dinilai di peroleh kualitas laporan kinerja
perangkat daerah tahun 2022 masih berada di 75 % dengan kategori
CUKUP.

Namun demikian terdapat berbagai upaya yang terus dilakukan dalam
rangka mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Menetapkan pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di lingkup Kabupaten Kepulauan Talaud,;

2. Melakukan sosialisasi danasistensi Penyusunan LKjIP;

3. Melakukan bimtek dan pendampingan kepada Perangkat Daerah
dalam mengimplementasikan SAKIP;dan

4. Melakukan sosialisasi kepada pimpinan perangkat terkait pohon
Kinerja.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud @
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Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan
yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:
1. Website perangkat daerah belum dapat difungsikan dengan maksimal
dalam mempublikasi dokumen SAKIP;
2. Perangkat daerah belum mampu menganalisa akar permasalahan
yang terjadi pada Perangkat Daerah;

Langkah antisipai yang dapat dilakukan untuk mengatasi
hambatan tersebut, diantaranya:
1. Memanfaatkan website kabupaten untuk publikasi dokumen SAKIP;

dan
2. Melakukan pendampingan SAKIP per Perangkat Daerah.

Gambar 3. 1 Dokumentasi Kegiatan Asistensi LKjIP dan Pendampingan
kepada Perangkat Daerah.

- Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Indeks Pelayaan Publik merupakan hasil pengukuran atas
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada dan dinilai
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Sedangkan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik merupakan
pengukuran atas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik
berdasarkan Undangundang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Publik yang dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan
hasil penilaian kedua lembaga tersebut, Pemberintah Kabupaten
Kepulauan Talaud memperoleh Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 83,39
dan Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik sebesar 70,79. Nilatersebut dik
onversi kedalam skala 1-5 sehingga diperoleh hasil Indeks Pelayanan
Publik 4,17 dan Indeks Kepatuhan PelayananPublik 3,54.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap komponen pelayanan publik,
seperti sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian,
sarana/prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal,
penanganan pengaduan, saran dan masukan terus mengalami
peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya. Sebagai contoh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
membuat inovasi pelayanan public bernama LAJU (Layanan Antar
Jemput) sesuai dengan Perbup Nomor 65 Tahun 2020, sehingga proses
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pengurusan berbagai administrasi semakin mudah dijangkau masyarakat.

Namun terdapat berbagai upaya yang dilakukan secara signifikan, yaitu

sebagai berikut :

1. Perbaikan pada sstem, mekanisme dan prosedur layanan; dan

2. Peningkatan sarana, prasarana dan fasilitaslayanan.

3. Melakukan Sosialisasi Pemenuhan Standar Pelayanan pada Kab.
Kepulauan Talaud dengan Narasumber dari Perwakilan Ombudsman
RI di Manado

4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelayanan public di
perangkat daerah pelayanan public yang akan di evaluasi

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan
yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:
1. Kompetensi pelaksana layanan belum mendapatkan pelatihan secara
khusus terkait excellent services dan
2. Pengawasan internal belum berjalan maksimal.

Berikut langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi
hambatan tersebut, yaitu sebagai berikut :
1. Pembinaan terhadap para petugas layanan terkait service excellent
2. Peningkatan pengawasan internal dan pendampingan tethadap OPD

pelayanan publik.

—

Ll Sosialisasi ™ mwcu?sn
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
(OLEH KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWEST UTARA)
DAN
% SOSIALISASI PEMENUHAN STANDAR
~ PELAYANAN PUBLIK PADA

’ y KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 3
(OLEH KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI SULAWESI UTARA) ‘ N

Melonguane, 1Jull 2022

Tabel 3. 2 Dokumentasi Sosialisasi Standar Pelayanan Publik
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Sasaran 2 : Presentase Agenda Resmi Pemerintah
Yang Pelaksanaannya Berjalan Dengan
Lancar
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PRESENTASE
CAPAIAN
Presentase Agenda Resmi 100% 81,25% 81,25%

Pemerintah Yang
Pelaksanaannya Berjalan
Dengan Lancar

Keberhasilan capaian sasaran 2 didukung oleh tercapainya indikator
kinerja Persentase Agenda Resmi Pemerintah Yang Pelaksanamya
Berjalan Dengan Lancar. Hasil capaian kinerja didapatkan dari agenda
resmi yang terlaksana sebanyak 13 (tigabelas) agenda dari 16 agenda
yang ditetapkan untuk dilakukan pada tahun 2022 (lihat lampiran).

Terlaksananya sebagian besar agenda resmi pemerintah tersebut
karena agenda tersebut sudah menjadi agenda rutin pemerintah.
Sedangkan agenda resmi yang tidak terlaksana disebabkan oleh
kurangnya koordinasi antar bagian untuk pelaksanaan agenda tersebut
dan belum menjadi agenda rutin pemerintah. Untuk itu perlu adanya
penetapan kalender resmi pemerintah untuk pelaksanaan berbagai
agenda resmi setiap tahunnya. Berikut beberapa dokumentasi agenda
resmi yang telah dilaksanakan.

Gambar 3. 3 Dokumentasi Pelaksanaan HUT Daerah dan HUT RI

Sasaran 3: Meningkatnya Peran Koordinasi dan Monev
Dalam Merumuskan Kebijakan Daerah
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PRESENTASE
CAPAIAN
Presentase Terlaksananya 100% 90% 90%

Kegiatan Kesejahteraan

Sosial dan Keagamaan

Presentase Rancangan 100% 52.84% 52.84%
Produk Hukum Yang Menjadi

Produk Hukum Daerah

Presentase Hasil Monev Yang 100% 84.48% 84.48%
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Ditindaklanjut
Indeks PBJ 45,00 31.7 70.44%
Rata-rata Capaian 74.44%

Pencapaian sasaran 3 didukung oleh tercapainya indikator kinerja
Presentase Terlaksananya Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan
Keagamaan, Presentase Rancangan Produk Hukum yang Menjadi Produk
Hukum Daerah, Presentase Hasil Monev yang ditindaklanjuti dan Indeks
PBJ. Berikutanalisa capaian sasaran strategs 3.

- Presentase Terlaksananya Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Keagaaan
Hasil capaian indkator kinerja ini didapatkan dari hasil pelaksanaan
kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kegiatan yang dilakukan
adalah sebagai berikut.
1. Penyaluran bantuan sosial santunan kematian;
2. Penyaluran Bantuan Hewan Kurban Bagi Umat Muslim
3. Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pembangunan Rumah Ibadah
4. Penyaluran Bantuan Dana Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
dan Keagamaar
5. Penyelenggaraan Rapat KoordinasiPemerintah daerah Bersama tokoh
tokoh agama dan Honorarium Rohaniawan
Berikut capaiain Kinerja untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

Nama Kegiatan Target Realisasi Presentase
Capaian

Penyaluran bantuan sosial | Berdasarkan | 440 pemohon 100%
santunan kematian jumlah

pemohon
Penyaluran Bantuan Hewan Kurban| 5 Masjid 5 Masijid 100%
Bagi Umat Muslim
Penyaluran Bantuan Dana Hibah| 15 Rumah | 15 Rumah 100%
Pembangunan Rumah Ibadah Ibadah Ibadah
Penyaluran Bantuan Dana Hibah| 16 Organisasi | 16 Organisasi 100%
Kepada Organisasi Kemasyarakatan|
dan Keagamaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | 525  orang | 525 orang 50 %
Pemerintah daerah Bersama tokoh | pada triwulan | Triwulan | dan
tokoh agama dan Honorarium | Is/d IV Triwulan Il
Rohaniawan

Rata - Rata Capaian 90%

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

Berdasarkan capaian kinerja pada bagian kesejahteraan rakyat didapatkan
rata-rata capaian, yaitu sebesar 90%. Nilai tersebut berhasil dicapai
dengan upaya yang telah dilakukan, yaitu membangun komunikasi yang
baik dengan para stakeholder. Namun terdapat hambatan yang dialami
dalam mencapai target kinerja, yaitu anggaran telah difokuskan pada
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kegiatan prioritas di Sekretariat Daerah maupun Pemerintah Daerah.
Adapun Langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi
hambatan tersebut, yaitu dengan melakukan pendataan dan verifikasi
bantuan lebih rinci serta melakukan evaluasi terhadap setiap bantuan
yang diberikan sehingga bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran
dan sesuai dengan rencana anggaran.

- Presentase Rancangan Produk Hukum Yang Menjadi Produk Hukum

Daerah

Pencapaian pada indkator menunjukan pencapaian yang rendah
dengan presentase 52.84%. Rendahnya capaian tersebut disebabkan
oleh Rancangan Produk Perda dan Perbup yang tidak mampu
diselesaikan pada tahun anggaran. Produk Perda yang berhasil
diselesaikan di tahun 2022 adalah 4 (empat) dari 28 Rancangan Perda
yang ditetapkan dalam Penetapan Program Pembentukan Peraturan
Daerah (Propemperda). Sedangkan Perbup yang berhasil diselesaikan
adalah sebanyak 23 dari 52 Rancangan Perbup yang ditepakan dalam
Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
(Propemperkada). Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian kinerja, yaitu :
1. Draft perda maupun perbup tidak diselesaikan oleh pengusul

sehingga belum dapat diproses ke tahapan selanjutnya;

2. Kajian Perda belum dilaksanakan olah tim ahli.

Namun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan agar target
dapat tercapai, yaitu :
1. Melakukan pendampingan penyusunan produk hukum terhadap para
pengusul;
2. Terus melakukan koordinasi dengan para stakeholder dalam rangka
Penyusunan dan pengesahan produk hukum.

Berikut langkah antisipasi yang dapat dilakukan agar target kinerja
dapat tercapai, yaitu antara lain:
1. Berkomunikasi secara proaktif dengan para pengusul terkait usulan

produk hukum yang telah ditetapkan;
2. Melakukan fasilitasi terhadap penyusunan kajian perda.

- Presentase Hasil Monev yang ditindaklanjuti

Monev atau monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk mengendalikan hasil pembangunan yang ada di Kab.
Kepl. Talaud. Monev dilakukan setiap tiga bulan sekali atau triwulanan.
Adapun hasil pembangunan yang telah dilaksanakan menjadi dasar
pengukuran indikator monev yang ditindaklanjuti. Hasil pembangunan
digunakan dalam mengukur indiakator monev karena memiliki korelasi,
dimana jika monev ditindalanjuti dengan baik, maka akan berdampak
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pada hasil pembangunannya. Berdasarkan data dari Bagian

Pembangunan Setdg realisasi fisik di tahun 2022 mencapai 84,48 %.

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yang mempengaruhi

realisasitidak mencapai target, diantaranya :

1. Pelaksanaan perencanaan kegiatan yang dilakukan pada tahun
pembangunan; dan

2. Tindak lanjut atau rekomendasi yang diberikan belum dapat
menjawab secara langsung temuan atau masalah di lapangan.
(Temuan dan tindak lanjut dapat dilihat pada bagian Lampiran)

Namun demikian, telah dilakukan berbagai upaya agar
pembangunan dapat terlaksana, yaitu sebagai berikut :
1. Monitoring terus dilakukan secara rutin setiap triwulan;
2. Rapat Bersama para pejabat pembuat komitmen serta pihak penyedia
jasa;dan
3. Berkoordinasi dengan Bagian Barjas terkait pengadaan barang dan
jasa yang mengalami keterlambatan.

Agar target dapat tercapai maksimal, terdapat beberapa langkah
yang dapat dilakukan, antara lain yaitu:
1. Memaksimalkan Perencanaan pada tahun sebelum pelaksanaan
pembangunan; dan
2. Menetapkan kebijakan yang dapat mengatur pembangunan.

Gambar 3. 4 Pelaksanaan Kegiatan Monev dan tindak lanjutnya

Indeks PBJ

Indeks PBJ didapatkan dari hasil penilaian Indeks Tata Kelola
Pengadaan (ITKP) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  Republik  Indonesia. @ Berdasarkan Surat  Nomor
28432/SES/11/2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki
predkat A Kur ango dengan capaian nil ai
oleh nilai indikator e-purchasing, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ
yang masih bernilai 0 (nol). Sedangkan indkator e-tendering, non e-
tendering / non e-purchasing, e-kontrak dan tingkat kematangan UKPBJ

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud @



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.1P!") Tahun 2022

belum mendapatkan angka yang maksimal. Berikut tabel yang
menunjukan hasil penilaian Final Indeks Tata Kelola Pengadaan.

Tabel 3. 7 Hasil Penilaian Final Indeks Tata Kelola Pengadaan

| ndikator Nilai
SIRUP 10
e-tendering 4,5
e-purchasing 0
Non e-tendering/non e -purchasing 2,8
e-kontrak 29
Kualifikasi dan Kompetensi SDM UKPBJ 0
Tingkat Kematangan UKPBJ 13,3
Total Nilai Pembobotan 31,7
Predikat Kurang

Sumber : Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (lkpp.go.id)

Terdapat berbagai hambatan dalam mencapai target Kkinerja
indikator indeks PBJ, yaitu sebagai berikut :
1. Sistem pengadaan elektronik pada bagian pengadaan barang dan jasa
belum berjalan dengan baik;
2. Belum terdapat pegawai yang sesuai dengan kualifikasi dan
kompetensi;
3. Manajemen kinerja, pengadaan, penyedian dan resiko belum terata
dengan baik.
Namun selain berbagai hambatan yang dihadapi, terdapat beberapa
upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja, yaiitu:
1. Memaksimalkan penggunaan aplikas SIRUP;
2. Menempatkan pegawai yang dapat mencapai kualifikasi dan
kompetensi;
3. Meningkatkan sistem pengadaan melalui sistem elektronik.

Berikut langkah antisipasi yang dapat dilakkukan untuk dapat
meningkatkan kinerja, yaitu antara lain:
1. Melakukan konsultasi dengan UKPBJ provinsi untuk meningkatkan
tingkat kematangan UKPBJ;
2. Memaksimalkan pengadaan melalui sistem elektronik

Sasaran 4 : Meningkatnya Koordinasi Perekonomian dan SDA
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PRESENTASE
CAPAIAN
Persentase Fasilitasi 100 % 100 % 100%
Pengelolaan Sumber Daya
Alam
Persentase Koordinasi 100 % 100 % 100%

Pengendalian dan
Pemantauan Peningkatan
Perekonomian Rakyat
Rata -rata Capaian 100 %
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3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisien penggunaan sumberdaya dianalisis berdasarkan

penggunaan anggaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan
dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi keuangan untuk
mencapai indikator kinerja yang dimaksud. Kemudian hasil perbandingan
tersebut dikategorikan, dengan kategori Efektif-Efisien, Efektif dan Boros.
Kondisi Efektif-efisien terjadi saat capaian kinerja lebih besar dari realisasi
keuangan. Kondisi Efektif terjadi saat capaian kinerja sama dengan realisasi
keuangan. Sedangkan kondisi Boros terjadi saat realisasi keuangan lebih
besar dari capaian kinerja. Berikut tabel yang menunjukan efisiensi
penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis yang telah
ditetapkan.

Tabel 3. 8 Analisa Penggunaan AnggaranDalam Pencapaian Sasaran

Strategis
Presentase Presentase
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Kategori
Kinerja Sasaran Keuangan
1 | Terwujudnya Nilai LPPD 100 97,47 Efektif-Efisien
Penyelenggaraan Nilai SAKIP 100 99,18 Efekiif-Efisien
Pemerintahan Daerah
Yang Bersih Dan Indeks 139,00 Efektif-Efisien
Berkualitas Pelayanan Publik
Indeks 141,60 99,53
Kepatuhan
Pelayanan Publik
2 Meningkatkan Presentase 81,25 99,26 Boros
Kelancaran Tugas Agenda Resmi
Kepala Daerah dan Pemerintah
Wakil Kepala Daerah Yang
Pelaksanaannya
Berjalan Dengan
Lancar
3 | Meningkatnya Peran Presentase 90 99,62 Boros
Koordinasi dan Monev | Terlaksananya
Dalam Merumuskan Kegiatan
Kebijakan Daerah Kesejahteraan
Sosial dan
Keagamaan
Presentase 52,84 99,74 Boros
Rancangan
Produk Hukum
Yang Menjadi
Produk Hukum
Daerah
Presentase Hasil 84,48 98,96 Boros
Monev Yang
Ditindaklanjut
Indeks PBJ 70,44 98,98 Boros
Meningkatnya Persentase 100 99,15 Efektif-Efisien
Koordinasi Fasilitasi
Perekonomian dan Pengelolaan
SDA Sumber Daya
Alam
Persentase 100 98,25 Efektif-Efisien
Koordinasi
Pengendalian
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
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Presentase Presentase
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Kategori
Kinerja Sasaran Keuangan
dan
Pemantauan
Peningkatan
Perekonomian
Rakyat
Rata-rata Capaian 96,33 99,09 Boros

3.2.3

Berdasarkan keseluruhan capaian kinerja dan penggunaan anggaran,
Sekretariat Daerah berada pada kategori Boros, dimana capaian kinerja lebih kecil
dari realisasi anggaran. Ratarata Capaian Kinerja berada pada angka %,33% dan
rata-rata realisasi anggaran berada pada99,09%.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberha
Kegagala n Pencapaian Pernyataan Kinerja

silan ataupun

Terdapat 3 (tiga) Program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah untuk
mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perekonomian dan
Pembangunan, dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraa Rakyat. Ketiga
program tersebut tersebar pada 9 (sembilan) bagian sehingga dalam
pelaksanaannya setiap bagian tidak melaksanakan seluruh program tersebut.
Berikut tabel yang menjabarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang
dilakukan 9 (sembilan) bagian dalam mencapai target kinerja.

Tabel 3. 9 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk Mencapai Target
Kinerja

Indikator
Kinerja

Sasaran

No Strategis

Program/ Kegian/Sub Kegiatan Bagian

Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah Yang
Bersih Dan
Berkualitas

Nilai LPPD

Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
- Kegiatan Administrasi Tata

Pemerintahan

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan,

Penganggaran dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi

Pemerintahan

Organisasi

Nilai SAKIP

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan,

Penganggaran danEvaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan

Ortal

Sekretariat Daerah
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No S%[?:tzgg In}gﬁ:rtg Program/ Kegian/Sub Kegiatan Bagian
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Peningkatan
Kinerja dan Reformasi
Birokrasi
- Sub Kegiatan Pengelolaan
Kelembagaan dan Analisis
Jabatan
Indeks Pelayanan | Program Penunjang Urusan Ortal
Publik Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Indeks - Kegiatan Perencanaan ,
Kepatuhan Penganggaran dan Evaluasi
Pelayanan Publik Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata
Laksana
2 | Meningkatkan Presentase Program Penunjang Urusan Protokol
Kelancaran Tugas | Agenda Resmi Pemerintahan Daerah
Kepala Daerah dan | Pemerintah Yang | Kabupaten/Kota
Wakil Kepala Pelaksanaannya - Kegiatan Pelaksanaan Protokol
Daerah Berjalan Dengan dan Komunikasi Pimpinan
Lancar
Program Penunjang Urusan Umum
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
- Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
3 | Meningkatnya Presentase Program Pemerintahan dan Kesra
Peran Koordinasi Terlaksananya Kesejahteraan Rakyat
dan Monev Dalam | Kegiatan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
Merumuskan Kesejahteraan Kesejahteraan Rakyat
Kebijakan Daerah Sosial dan
Keagamaan
Presentase Program Pemerintahan dan Hukum
Rancangan Kesejahteraan Rakyat
Produk Hukum - Kegiatan Fasilitasi dan
Yang Menjadi Koordinasi Hukum
Produk Hukum
Daerah
Presentase Hasil | Program Perekonomian dan Pembangunan

Monev Yang
Ditindaklanjut

Pembangunan
- Kegiatan Pelaksanaan

Administrasi Pembangunan

Program Perekonomian dan

Pembangunan

- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian

- Kegiatan Pemantauan Kebijakan
Sumber Daya Alam

Ekonomi & SDA

Indeks PBJ

Program Perekonomian dan

Barjas

Sekretariat Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud
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No S%[?:tzglig In}gﬁ:rtjc:; Program/ Kegian/Sub Kegiatan Bagian
Pembangunan
- Kegiatan Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Persentase Program Perekonomian dan P
Koordinasi Fasilitasi Pembangunan
Perekonomian dan | Pengelolaan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
SDA Sumber Daya Perekonomian
Alam - Kegiatan Pemantauan Kebijakan
Perse_ntas_e Sumber DayaAlam
Koordinasi
Pengendalian dan
Pemantauan
Peningkatan
Perekonomian
Rakyat

3.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA
Perubahan) Tahun anggaran 2022, Sekretariat Daerah memiliki pagu anggaran
sebesar Rp. 46.809.524.666 (Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan
Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Pagu tersebut terbagi
atas Belanja Operasi dan Belanja Modal, yang masingmasing komponen
tersebut terbagi atas beberapa belanja yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Jenis Belanja Jumlah Pagu Anggaran Presentase
Belanja Operasi Rp 47.116.919.287
- i i 0,
Belanja Pegawai Rp 14.788.085.600 31%
- i 0,
Belanja Barang dan Jasa Rp 29.145.162.686 61%
- i I 0,
Belanja Hibah Rp 2.284.271.001 5%
- i i 0,
Belanja Bantuan Sosial Rp 899.400.000 2%
Belanja Modal Rp 356.785.000
- Belanja Modal Peralatan 1%
dan Mesin Rp 356.785.000
TOTAL Rp 47.473.704.287

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Berdasarkan pagu anggaran yang tersedia, alokasi pagu anggaran
terbanyak berada pada Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar 61% atau
sejumlah Rp.29.145.162.686 . Sedangkan alokasi untuk Belanja Pegawai
sebesar 31% dari pagu anggaran keseluruhan atau sejumlah Rp.
14.788.085.600. Adapun belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja
modal peralatan dan mesin, masing-masingnya teralokasi sebesar 5%, 2% dan
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1% atau masing-masingnya sejumlah Rp2.284.271.001 untuk belanja hibah, Rp.
899.400.000 untuk belanja bantuan sosial dan Rp. 356.785.000 untuk belanja
modal peralatan dan mesin.

Adapun berbagai jenis belanja tersebut, terbagi dalam 3 (tiga) program
dan tersebar pada 9 (sembilan) Bagian. Selain data realisasi anggaran
berdasarkan sumber dana yang diterima. Berikut kami sampaikan data realisasi

anggaran berdasarkan program pada Sekretariat Daerah pada tahun 2022.

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 202

Koordinasi dan Konsultasi

. . - Presentase Sisa Pagu
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Realisasi Realisasi Anggaran
1 2 3 4 5 6=(3-4)

Sekretariat Daerah Rp14.788.085.600 Rp14.779.381.991 99,94% Rp8.703.609
PROGRAM PENUNJANG

4.01.01 URUSAN PEMERINTAHAN Rp14.788.085.600 Rp14.779.381.991 99,94% Rp8.703.609
DAERAH KABUPATEN/KOTA

4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Rp14.322.677.146 Rp14.317.886.191 | 99,97% Rp4.790.955
Perangkat Daerah

4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Rp14.322.677.146 Rp14.317.886.191 | 99,97% Rp4.790.955
Tunjangan ASN
Administrasi Keuangan dan

4.01.01.2.11 Operasional Kepala Daerah Rp465.408.454 Rp461.495.800 99,16% Rp3.912.654
dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan

4.01.01.2.11.01 Tunjangan Kepala Daerah Rp465.408.454 Rp461.495.800 99,16% Rp3.912.654
dan Wakil Kepala Daerah

Bagian umum Sekretariat Daerah Rp22.984.778.186 Rp22.386.580.004 97,40% Rp598.198.182
PROGRAM PENUNJANG

4.01.01 URUSAN PEMERINTAHAN Rp22.984.778.186 Rp22.386.580.004 97,40% Rp598.198.182
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,

4.01.01.2.01 Penganggaran, dan Rp23.130.000 Rp20.028.340 |  86,59% Rp3.101.660
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan

4.01.01.2.01.02 Dokumen RKASKPD Rp23.130.000 Rp20.028.340 86,59% Rp3.101.660

4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Rp53.615.000 Rp35.921.370 |  67,00% Rp17.693.630
Perangkat Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan

4.01.01.2.02.03 dan Pengujian/Verifikasi Rp27.615.000 Rp23.883.070 86,49% Rp3.731.930
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan

4.01.01.2.02.05 Laporan Keuangan Akhir Rp6.000.000 RpO 0,00% Rp6.000.000
Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan

4.01.01.2.02.07 Bulanan/Triwulanan/Semest Rp20.000.000 Rp12.038.300 60,19% Rp7.961.700
eran SKPD

4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Rp174.320.000 Rp164.371.070 | 94,29% Rp9.948.930
Perangkat Daerah

4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Rp174.320.000 Rp164.371.070 |  94,29% Rp9.948.930
Administrasi Kepegawaian

4.01.01.2.06 Administrasi Umum Rp4.442.239.631 Rp4.412.009.073 |  99,32% Rp30.230.558
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen

4.01.01.2.06.01 Instalasi Listrik/Penerangan Rp123.228.631 Rp123.156.720 99,94% Rp71.911
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan

4.01.01.2.06.02 Perlengkapan Kantor Rp269.901.000 Rp247.195.100 91,59% Rp22.705.900

4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rp256.785.000 Rp249.719.230 |  97,25% Rp7.065.770
Rumah Tangga

4010120604 | Lenyediaan Bahan Logistik Rp1.731.855.000 Rp1.731.754.650 |  99,99% Rp100.350

4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan Rp5.000.000 Rp4.810.600 |  96,21% Rp189.400
dan Penggandaan

4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Rp2.055.470.000 Rp2.055.372.773 |  100,00% Rp97.227

Sekretariat Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud




Pemerintahan Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.1P!") Tahun 2022
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Realisasi Presentas_e Sisa Pagu
Realisasi Anggaran
1 2 3 4 5 6=(3-4)
SKPD
Penyediaan Jasa
4.01.01.2.08 Penunjang Urusan Rp12.153.140.174 Rp11.900.310.586 97,92% Rp252.829.588

4.01.01.2.08.02

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Rp2.221.332.764

Rp2.071.768.016

93,27%

Rp149.564.748

4.01.01.2.08.03

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Rp904.624.000

Rp842.667.250

93,15%

Rp61.956.750

4.01.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Rp9.027.183.410

Rp8.985.875.320

99,54%

Rp41.308.090

4.01.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rp2.287.323.971

Rp2.114.125.413

92,43%

Rp173.198.558

4.01.01.2.09.01

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Rp1.229.392.068

Rp1.206.725.510

98,16%

Rp22.666.558

4.01.01.2.09.09

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Rp1.057.931.903

Rp907.399.903

85,77%

Rp150.532.000

4.01.01.2.11

Administrasi Keuangan dan
Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Rp2.313.312.200

Rp2.205.772.707

95,35%

Rp107.539.493

4.01.01.2.11.02

Penyediaan Pakaian Dinas
dan Atribut Kelengkapan
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Rp595.000.000

Rp559.368.550

94,01%

Rp35.631.450

4.01.01.2.11.03

Pelaksanaan Medical Check
Up Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Rp50.000.000

Rp23.598.656

47,20%

Rp26.401.344

4.01.01.2.11.04

Penyediaan Dana Penunjang
Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Rp1.668.312.200

Rp1.622.805.501

97,27%

Rp45.506.699

4.01.01.2.12

Fasilitasi Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

Rp1.537.697.210

Rp1.534.041.445

99,76%

Rp3.655.765

4.01.01.2.12.01

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala
Daerah

Rp1.086.613.835

Rp1.083.023.930

99,67%

Rp3.589.905

4.01.01.2.12.02

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil Kepala
Daerah

Rp451.083.375

Rp451.017.515

99,99%

Rp65.860

Bagian ekonomi Sekretariat Daerah

Rp328.639.400

Rp324.390.777

98,71%

Rp4.248.623

4.01.03

PROGRAM PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

Rp328.639.400

Rp324.390.777

98,71%

Rp4.248.623

4.01.03.2.01

Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian

Rp170.641.800

Rp169.195.360

99,15%

Rp1.446.440

4.01.03.2.01.01

Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD

Rp27.304.000

Rp27.209.600

99,65%

Rp94.400

4.01.03.2.01.02

Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian

Rp49.258.000

Rp48.957.560

99,39%

Rp300.440

4.01.03.2.01.03

Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro
kecil

Rp94.079.800

Rp93.028.200

98,88%

Rp1.051.600

4.01.03.2.04

Pemantauan Kebijakan
Sumber Daya Alam

Rp157.997.600

Rp155.195.417

98,23%

Rp2.802.183

4.01.03.2.04.02

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan
Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

Rp75.367.800

Rp73.867.000

98,01%

Rp1.500.800

4.01.03.2.04.03

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan Energi
dan Air

Rp82.629.800

Rp81.328.417

98,43%

Rp1.301.383

Bagian pembangunan Sekretariat Daerah

Rp860.783.000

Rp852.500.387

99,04%

Rp8.282.613

4.01.01

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp12.215.000

Rp11.883.100

97,28%

Rp331.900

4.01.01.2.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Rp12.215.000

Rp11.883.100

97,28%

Rp331.900

Sekretariat Daerah
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Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Realisasi Presentas_e Sisa Pagu
Realisasi Anggaran
1 2 3 4 5 6=(3-4)

Penyusunan Dokumen

4.01.01.2.01.01 Perencanaan Perangkat Rp12.215.000 Rp11.883.100 97,28% Rp331.900
Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN

4.01.03 DAN PEMBANGUNAN Rp848.568.000 Rp840.617.287 |  99,06% Rp7.950.713

4.01.03.2.02 l';e'aksa”aa” Administrasi Rp848.568.000 Rp840.617.287 |  99,06% Rp7.950.713

embangunan

4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Rp39.806.000 Rp37.832.450 |  95,04% Rp1.973.550
Program Pembangunan

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Rp317.734.000 Rp316.294.830 |  99,55% Rp1.439.170
Program Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan

4.01.03.2.02.03 Pelaporan Pelaksanaan Rp491.028.000 Rp486.490.007 99,08% Rp4.537.993
Pembangunan

Bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Rp480.176.600 Rp473.893.701 98,69% Rp6.282.899
PROGRAM PEMERINTAHAN

4.01.02 DAN KESEJAHTERAAN Rp480.176.600 Rp473.893.701 | 98,69% Rp6.282.899
RAKYAT

4.01.02.2.01 Administrasi Tata Rp136.162.000 Rp132.720.951 | 97,47% Rp3.441.049
Pemerintahan

4.01.02.2.01.01 l';e”at?a” Administrasi Rp13.203.000 Rp12.370.600 |  93,70% Rp832.400

emerintahan

401.022.01.02 | Fengelolaan Administrasi Rp35.300.000 Rp33.952.700 |  96,18% Rp1.347.300
Kewilayahan

401.02.201.03 | Fasilitasi pelaksanaan Rp87.659.000 Rp86.397.651 |  98,56% Rp1.261.349
Otonomi Daerah

4.01.02.2.04 E";Z':g";‘]s' Kerjasama Rp344.014.600 Rp341.172.750 |  99,17% Rp2.841.850

4.01.02.2.04.01 Ezsg'gtr?s' Kerja Sama Dalam Rp344.014.600 Rp341.172.750 |  99,17% Rp2.841.850

Bagian KESRA Sekretariat Daerah Rp5.200.993.001 Rp5.181.092.700 99,62% Rp19.900.301

PROGRAM PEMERINTAHAN

4.01.02 DAN KESEJAHTERAAN Rp5.200.993.001 Rp5.181.092.700 99,62% Rp19.900.301
RAKYAT
Pelaksanaan Kebijakan

4.01.02.2.02 Kesejahteraan Rakyat Rp5.200.993.001 Rp5.181.092.700 99,62% Rp19.900.301

401.0220201 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Rp4.840.337.201 Rp4.830.546.600 |  99,80% Rp9.790.601
Mental Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan,

4.01.02.2.02.03 Evaluasi, dan Capaian Rp47.825.000 Rp47.335.000 |  98,98% Rp490.000
Kinerja terkait
Kesejahteraan Masyarakat

Bagian protokol Sekretariat Daerah Rp817.236.600 Rp811.179.251 99,26% Rp6.057.349
PROGRAM PENUNJANG

4.01.01 URUSANPEMERINTAHAN Rp817.236.600 Rp811.179.251 99,26% Rp6.057.349
DAERAH KABUPATEN/KOTA

4.01.01.2.14 Pelaksanaan Pratokol dan Rp817.236.600 Rp811.179.251 |  99,26% Rp6.057.349
Komunikasi Pimpinan

4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan Rp199.600.800 Rp198.774.471 99,59% Rp826.329

4.01.01.2.14.02 Ef‘ni"')'itr?::]mm””'kas' Rp595.105.800 Rp589.884.780 |  99,12% Rp5.221.020

401.01.2.1403 | Pendokumentasian Tugas Rp22.530.000 Rp22.520.000 |  99,96% Rp10.000
Pimpinan

Bagian BARJAS Sekretariat Daerah Rp433.129.900 Rp428.710.822 98,98% Rp4.419.078
PROGRAM PEREKONOMIAN

4.01.03 DAN PEMBANGUNAN Rp433.129.900 Rp428.710.822 98,98% Rp4.419.078

4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Rp433.129.900 Rp428.710.822 |  98,98% Rp4.419.078
Barang dan Jasa

401.032.0301 | Fengelolaan Pengadaan Rp114.763.000 Rp113.756.560 | 99,12% Rp1.006.440
Barang dan Jasa
Pengelolaan Layanan

4.01.03.2.03.02 Pengadaan secara Rp235.698.300 Rp234.545.362 99,51% Rp1.152.938
Elektronik
Pembinaan dan Advokasi

4.01.03.2.03.03 Rp82.668.600 Rp80.408.900 97,27% Rp2.259.700
Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian ORTAL Sekretariat Daerah Rp719.842.000 Rp713.983.116 99,19% Rp5.858.884
PROGRAM PENUNJANG

4.01.01 URUSAN PEMERINTAHAN Rp719.842.000 Rp713.983.116 99,19% Rp5.858.884
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,

4.01.01.2.01 Penganggaran, dan Evaluasi Rp191.910.000 Rp190.581.200 99,31% Rp1.328.800
Kinerja Perangkat Daerah

4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Rp191.910.000 Rp190.581.200 99,31% Rp1.328.800

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
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Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Realisasi Presentas_e Sisa Pagu
Realisasi Anggaran
1 2 3 4 5 6=(3-4)

Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Rp527.932.000 Rp523.401.916 99,14% Rp4.530.084

4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan Rp206.400.000 Rp205.324.589 |  99,48% Rp1.075.411
dan Analisis Jabatan

4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik Rp139.242.000 Rp138.120.627 |  99,19% Rpl1.121.373
dan Tata Laksana

4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Rp182.290.000 Rp179.956.700 |  98,72% Rp2.333.300
Reformasi Birokrasi

Bagian hukum Sekretariat Daerah Rp860.040.000 Rp857.811.917 99,74% Rp2.228.083
PROGRAM PEMERINTAHAN

4.01.02 DANKESEJAHTERAAN Rp860.040.000 Rp857.811.917 99,74% Rp2.228.083
RAKYAT

4.01.02.2.03 Eii'ﬂt;’]‘s' dan Koordinasi Rp860.040.000 Rp857.811.917 |  99,74% Rp2.228.083
Fasilitasi Penyusunan

4.01.02.2.03.01 Produk Hukum Daerah Rp171.850.000 Rp171.744.157 99,94% Rp105.843

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Rp609.420.000 Rp608.888.750 99,91% Rp531.250
Pendokumentasian Produk

4.01.02.2.03.03 Hukum dan Pengelolaan Rp78.770.000 Rp77.179.010 97,98% Rp1.590.990
Informasi Hukum

JUMLAH Rp47.473.704.287 Rp46.809.524.666 98,60% Rp664.179.621

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
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BAB. IV

PENUTUP

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban Sekretariat Daerah (Setda)
Kabupaten Kepulauan Talaud maka tersusunlahLaporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022. Hasil capaian
Kinerja harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan yang
telah memberikan amanah. Capaian yang telah dilakukan Setda memupakan proses
Kinerja yang telah dilaksanakan semaksimal mungkin oleh seluruh aparatur Setda.
Hasil capaian Kinerja ini merupakan hasil pelaksanaa 3 (tiga) sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja outcome, capaian kinerja Setda Kab.
Kepl. Talaud tahun 2022 untuk sasaran 1 adalah sebesar 120,15 %, sasaran 2
sebesar 81,25%, dan sasaran 3 sebesar 74,44%. Sedangkan keseluruhan realisasi
keuangan adalah sebesar99,09%. Meskipun tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja
pada Sekretariat Daerah belum mencapai kategori efektif dan efisien. Namun secara
umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud telah berjalan dengan baik dengan capaian rata-rata kinerja
sebesar 9%6,33%.

Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja
pada setiap indikator dalam meningkatkan kinerja yang ada, seperti melakukan
pendampingan terhadap Perangkat Daerah, memanfaatkan teknologi yang ada
meningkatkan pengawasan internal, serta meningkatkakn komunikasi dan koordinasi
dengan stakeholder. Secara lebih khusus untuk mendapatkan kategori efektif dan
efisien dapat dicapai dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk
pencapaian kinerja.

Dengan demikian, capaian Kinerja tahun 2022 terhadap indikator Kinerja yang
tercantum dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
tahun 2020 7 2025 dapat dipenuhi dengan baik. Apabila terdapat indikator sasaran
strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, maka akan terus
diupayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi Bersama
masyarakat dan semua pihak.

Melonguane, Februari 2023

Kabupatén Kepulauan Talaud

Dr. YOHANIS B. K. KAMAGI, AP., M.Si
PEMBINA UTMA MADYAIV C
NIP. 19750606 199311 1 002

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud @
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintah yang efektif transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. YOHANIS B. K. KAMAGI, AP.,M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Kepl. Talaud

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama :Dr. dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME
Jabatan : BUPATI KEPULAUAN TALAUD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Melonguane, 2022

PIHAK KEDUA PIHAK PERT,
BUPATI KEPULAUAN TALAUD SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. TALAUD

f

Dr. dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME Dr. YOHANIS B.K.KAMAGI,AP.,M.Si
NIP. 19750606 199311 1 002

Sekretariart Daerah  Kabupaten Kepulauan Talaud
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Terwujudnya Penyelenggaraan | Nilai SAKIP BB
Pemerintahan Daerah Yang Nilai LPPD Sangat Tinggi
Bersih Dan Berkualitas Indeks Pelayanan Publik 3,00
Indeks Kepatuhan 25
Pelayanan Publik ’
2. | Meningkatkan Kelancaran Presentase Agenda
Tugas Kepala Daerah dan Resmi Pemerintah Yang 100%
Wakil Kepala Daerah Pelaksanaannya Berjalan
Dengan Lancar
3. | Meningkatnya Peran Presentase
Koordinasi dan Monev Dalam | Terlaksananya Kegiatan 100%
Merumuskan Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan
Daerah Keagamaan
Presentase Rancangan
Produk Hukum Yang
Menjadi Produk Hukum 100%
Daerah
Presentase Hasil Monev
Yang Ditindaklanjut 100%
Indeks PBJ 45,00
4. | Meningkatnya Koordinasi Presentase Fasilitasi
Perekonomian dan SDA Pengelolaan Sumber 100%
Daya Alam
Presentase Koordinasi
Pengendalian dan
Pemantauan 100%
Peningkatan
Perekonomian Rakyat
Program : Anggaran : Keterangan
1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | Rp. 2,026,562,675 DAU
Daerah Kabupaten/Kota
2. | Program Pemerintahan Dan Rp 5,713,587,000 DAU
Kesejahteraan Rakyat
3. | Program Perekonomian Dan Rp 1,398,983,500 DAU
Pembangunan
Melonguane, 2022
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD

Dr. dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME

Sekretariart Daerah

f

Dr. YOHANI

DAERAH KAB. KEPL. TALAUD

B.K.KAMAGI,AP.,M.SI

Kabupaten Kepulauan Talaud

NII.:’. 19750606 199311 1 002
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LLKj:1PI")

Dinas Pekerjaan Umum

Nomor SP)

SKPD

Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran

Tahun 2022

KAB. KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
SP) - FUNGSIONAL
Bulan : Desember

:17.06/05.0/000208/SPJ-SKPD/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/1/2023
:4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
: Dr. Yohanis B. K. Kamagi, AP. MSi

: Febriany H. Aloo

Tahun Anggaran 12022
SP) - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GUTU Jumiah SPJ (LS +
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran - - - - UP/GU/TU) s.d Bulan | Sisa Pagu Anggaran
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini Tl
1 2 3 2 5 6=(4+5) 7 s 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13)
5 BELANJA DAERAH Rp47.473.704.287 | Rpl3.296.996.866 Rpl.462.363.125| _ Rpl4.779.381991 Rp26.444.508.379 Rp5.535.634.296 __ Rp31.980.142.675 Rp50.000.000 Rp0 Rp50.000.000 Rpa6.809.524.666 Rp664.179.621
51 BELANJA OPERASI Rp47.116.919.287 | Rpl3.296.996.866 Rp1.482.383.125| __ Rpl4.779.381.991 Rp26.444.508.379 Rp5.186.617.796| _ Rp31631126.175 Rp50.000.000 Rp0 Rp50.000.000 Rpa6.460 508166 Rp656.411.121
5.1.01 Belanja Pegawal Rp14.788.085.600 | Rp13.296.998.866 Rp1.482.383.125| __ Rpl4.779.381.991 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp14.779.381.991 Rp8.703.600
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp29.145.162.686 Rp0 Rp0 Rp0 | Rp23.266.433.379 Rp5.186.617.796| __ Rp28.453.051.175 Rp50.000.000 Rp0 Rp50.000.000 Rp28.503.051.175 Rp642.111511
5.1.05 Belanja Hibah Rp2.284.271.001 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.280.000.000 Rp0 Rp2.280.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.260.000.000 Rp4.271.001
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial Rp399.400.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp898.075.000 Rp0 Rp698.075.000 Rp0 Rp0 R0 Rp898.075.000 Rp1.325.000
52 BELANJA MODAL Rp356.785.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp349.016.500 Rp349.016.500 Rp0 Rp0 R0 Rp349.016.500 Rp7.768.500
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp356.785.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp349.016,500 Rp349.016.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp349.016.500 Rp7.768.500
Sekretariat Daerah Rp14.785.085.600 | Rpl3.296.996.866 Rpl.462.383.125|  Rpl4.779.381991 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp14.779.361.991 Rp8.703.609
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH Rp14.785.085.600 |  Rpl3.296.998.866 Rp1.482.383.125|  Rp14.779.381.991 RpO RpO RpO p0 Rp0 RpO Rp14.779.381.991 Rp8.703.609
KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.02 :‘:;“I‘:"‘f““‘ Kauangan Parangkat Rp14.322.677.146 Rp12.872.131.143 Rp1.445.755.048 Rp14.317.886.191 RpO RpO RpO RpO RpO RpO Rp14.317.886.191 Rp4.790.955
4.01,01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp14.322.677.146|  Rp12.872.131.143 Rp1.445.755.048|  Rpl4.317.686.191 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp14.317.686.191 Rpd.790.955
51 BELANJA OPERAS| Rp14.322.677.146|  Rp12.872.131.143 Rpl.445.755.048| _ Rpl4 317686191 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp14.317.686.191 Rp4.790.955
5101 Belanja Pegawal Rp14.322.677.146|  Rpl2.872.131.143 RpL445.755.048|  Rpl4.317.686.191 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rpl4.317.686.191 Rp4.790.955
51,0101 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp9.068.431.437 Rp6.405.226.934 Rp663.204.503 Rp9.068.431.437 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 R0 Rp9.068.431.437 Rp0
51010101 Belanja Gajl Pokok ASN Rp6.806.076.660 Rp6.310.614.860 Rp495.463.760 Rp6.806.076.660 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.806.076.660 Rp0
5.1.01,01.01.0001 Belanja Gajl Pokok PNS Rp6.806.076.660 Rp6.310.614.880 Rp495.463.780 Rp6.806.078.660 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.806.078.660 Rp0
51010102 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp627.945.537 Rp562.334.138 Rpd5.611.399 Rp627.945.537 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp627.945.537 Rp0
5.1.0101.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp627.945.537 Rp562.334.138 Rpd5.611.399 Rp627.945.537 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp627.945.537 Rp0
51010103 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp564.930.000 Rp524.690.000 Rp40.240.000 Rp564.930.000 Rp0 RpO Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp564.930.000 Rp0
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp564.930.000 Rp524.690.000 Rpd0.240.000 Rp564.930.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp564.930.000 Rp0
51010105 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp287.550.000 Rp266.495.000 Rp21.055.000 Rp287.550.000 Rp0 RpO Rp0 RpO RpO RO Rp287.550.000 Rp0
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp287.550.000 Rp266.495.000 Rp21.055.000 Rp267.550,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp287.550.000 Rp0
51010106 Belanja Tunjangan Beras ASN Rpaz4 453,620 Rp393.747.540 Rp30.706.080 Rpa24.453.620 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rpa24 453,620 Rp0
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rpa24.453.620 Rp393.747.540 Rp30.706.080 Rp424.453.620 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rpa24.453.620 Rp0
5.1.01,01.07 ,'32',3"'3 Tunjangan PEWTUNjangan Khusus Rp16.965.526 Rp15.696.118 Rp1.269.408 Rp16.965.526 RpO RpO RpO RpO RpO RpO Rp16.965.526 RpO
5.1.01.01.07.0001 BelanisTiniengan; PP Tunlengan Khusts RP16.965.526 Rp15.696.118 Rp1.269.408 Rp16.965.526 Rp0 R R R R R Rpl 2 R
b p o 13 3 p 00 p0 po po p0 p16.965.526 p0
51010108 Belanjo Pembulatan Gajl ASN Rp105.696 Rp96.145 Rp7.551 Rp105.696 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp105.696 Rp0
5.1.01,01.08.0001 Belanja Pembulatan Gajl PNS Rp105.696 Rp98.145 Rp7551 Rp105.696 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 R0 Rp105.696 Rp0
51.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN Rp284.333.978 Rp260.239.177 Rp24.094.601 Rp284.333.978 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp284.333.978 Rp0
51.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Rp284.333.978 Rp260.239.177 Rp24.094.801 Rp264.333.978 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp284.333.978 Rp0
51010110 EianjalluanjAminn Kaceksan ke Rp14.017.237 Rp12.828.105 Rp1.189.132 Rp14.017.237 R0 Rp0 RpO Rp0 RpO RpO Rp14.017.237 RpO
5.1.01.01.10.0001 e heanienplesRas Kele Rp14.017.237 Rp12.828.105 Rp1.189.132 Rp14.017.237 RO Rp0 RpO Rp0 RpO RpO Rp14.017.237 RpO
51010111 Belanja luran Jaminan Kematian ASN Rp42.051.183 Rp38.483.831 Rp3.567.352 Rpd2.051.183 Rp0 RpO0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rpd2.051.183 Rp0
5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS Rpd2.051.163 Rp36.483.831 Rp3.567.352 Rpd2.051.183 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rpd2.051.163 Rp0
510102 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp5.254.245.709 Rp4.466.904.209 Rp782.550.545 Rp5.249.454.754 Rp0 RpO0 Rp0 RpO Rp0 Rp0 Rp5.249.454.754 Rp4.790.955
5.1.01.02.01 g::‘;’:::’r“:i"sﬁ:‘“"a" berdasarkan Rp3.438.321.749 Rp2.950.374.807 Rp483.613.937 Rp3.433.988.744 RO Rp0 RpO Rp0 RpO RpO Rp3.433.988.744 Rp4.333.005
5.1.01.02.01.0001 ;Z‘::;’i::}::;ﬁ‘s"as"a" berdasarkan Rp3.438.321.749 Rp2.950.374.807 Rp483.613.937 Rp3.433.988.744 RpO RpO RpO RpO RpO RpO Rp3.433.988.744 Rp4.333.005
5.1.01.02.03 e e gnaslan eracarian Rp1.684.207.216 Rp1.397.508.782 Rp286.150.484 Rp1.683.749.266 RpO Rp0 RpO R/p0 RpO RpO Rp1.683.749.266 Rp457.950
5.1.01.02.03.0001 Pt herdasarkan Rp1.684.207.216 Rp1.397.508.782 Rp286.150.484 Rp1.683.749.266 Rp0 Rp0 RpO Rp0 RpO RpO Rp1.683.749.266 Rp4S7.950
Tambahan Penghasilan berdasarkan
51.01.02.04 D e, Rp131.716.744 Rp118.930.620 Rp12.786.124 Rp131.716.744 RpO RpO RpO Rp0 RpO RpO Rp131.716.744 RpO
Tambahan Penghasilan berdasarkan
5.1.01.02.04.0001 [rctitetipai it Rp131.716.744 Rp118.930.620 Rp12.786.124 Rp131.716.744 R0 RpO RpO RpO RpO RpO Rp131.716.744 RpO
Administrasi Keuangan dan
4.01.01.2.11 Operasional Kepala Daerah dan Wakil Rp465.408.454 Rp424.867.723 Rp36.628.077 RpA461.495.800 RO RpO RpO Rp0 Rp0 RpO Rp461.495.800 Rp3.912.654
Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
4.01.01.2.11.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Rp465.408.454 Rp424.867.723 Rp36.628.077 Rp461.495.800 Rp0 Rp0 RpO R/p0 Rp0 RpO RpAB1.495.800 Rp3.912.654
Daerah
51 BELANJA OPERASI Rpd65.408.454 Rp424.867.123 Rp36.628.077 Rpa61.495.800 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rpa61.495.600 Rp3.912.654
5101 Belanja Pegawal Rpa65 408 454 Rp424.867.723 Rp36.628.077 Rpa61.495.800 Rp0 RpO Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rpa61.495.800 Rp3.912.654
51,0105 Belanja Gaji dan Tunjangan KDHWKDH Rp165.408.454 Rp149.667.723 Rp11.626.077 Rp161,495.800 R0 RpO Rp0 Rp0 Rp0 R0 Rp161.495.800 Rp3.912.654
5.1,01.05.01 Belanja Gajl Pokok KDH/WKDH Rp55.240.000 Rp50.700.000 Rp3.900.000 Rp54.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp54.600.000 Rp640.000
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LLKj:1PI")

Dinas Pekerjaan Umum

Tahun 2022

SP) - LS Gaji SP) - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GUTU Jumlah SP) (LS +
Kode Rekening Uraian Jumiah Anggaran UP/GU/TU) s.d Bulan | Sisa Pagu Anggaran
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s
1 2 3 2 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 1 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13)
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDR/WKDH Rp55.240.000 Rp50.700.000 Rp3.900.000 Rp54.600.000 Ro0 Ro0 Rp0 Ro0 Ro0 Rp0 Rp54.600.000 Rp640.000
51010502 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Ro0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp500.000
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KOHWKDH Rp500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp500.000
51.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KOR/WKDR Rp98.560.000 Rp91.260.000 Rp7.020.000 Rp98.260.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp98.260.000 Rp280.000
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KOR/WKDR Rp98.560.000 Rp91.260.000 Rp7.020.000 Rp98.280.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp98.260.000 Rp280.000
51.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 2,030,280 Rp1.593.240 Rp144.840 Rp1.738.080 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.738.080 Rp292.200
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp2.030.280 Rp1.593.240 Rp144.840 Rp1.738.080 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.738.080 Rp292.200
5.1.01.05.05 e i Rp2.083.374 Rp1.096.083 Rp88.637 Rp1.184.920 RpO RpO RpO RpO RpO RpO Rp1.184.920 Rp89B.454
5.1.01.05.05.0001 ﬁg':mxg“:‘a"ﬂa" FeTuolangar Khusds: Rp2.083.374 Rp1.096.083 Rp88.837 Rp1.184.920 RpO RpO RpO RpO RpO RpO Rp1.184.920 Rp898.454
51010506 Belanja Pembulatan Gaji KDHWKDH Rp300.000 Rp1.760 Rp160 Rp1.920 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1920 Rp298.080
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDHWKDH Rp300.000 Rp1.760 Rp160 Rp1.920 Rp0 Ro0 Rp0 Ro0 Ro0 Rp0 Rp1.920 Rp298.080
5.1.01.05.07 Eg':;“;:x';?" Jaminan Keschatan'bagl Rp6.148.800 Rp4.804.800 Rp436.800 RPS.241.600 RpO RpO RpO RpO RpO RpO RpS.241.600 Rp907.200
5.1.01.05.07.0001 for i s Rp6.148.800 Rp4.804.800 Rp436.800 Rp5.241.600 Rp0 RpO Rp0 RpO R0 RpO Rp5.241.600 Rp907.200
5.1.01.05.08 e uar jaminan kecetakaan Kegfa Rp147.000 Rp102.960 R99.360 Rp112.320 Rp0 RpO RpO RpO RO Rp0 Rp112.320 Rp34.680
5.1.01.05.08.0001 Petants daran jaminanKecelakaan Kerja Rp147.000 Rp102.960 Rp9.360 Rp112.320 Rp0 RpO RpO RpO RpO RpO Rp112.320 Rp34.680
5.1.01.05.09 5;’:;}:'(';;‘“" JaminanKematian Rp399.000 Rp308.880 Rp28.080 Rp336.960 RpO RpO Rp0 RpO RpO Rp0 Rp336.960 Rp62.040
5.1.01.05.09.0001 Eg‘:mx';:" lamipaKerriatlas Rp399.000 Rp308.880 Rp28.080 Rp336.960 RpO RpO RpO RpO RpO RpO RP336.960 Rp62.040
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan
510106 L ) Rp300.000.000 Rp275.000.000 Rp25.000.000 Rp300.000.000 RpO RO RpO RpO RO Rp0 Rp300.000.000 Rp0
51.01.06.02 Belanja Dana Operasional KOHWKDH Rp300.000.000 Rp275.000.000 Rp25.000.000 Rp300.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Ro0 Rp0 Rp0 Rp300.000.000 Rp0
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH p300.000.000 Rp275.000.000 Rp25.000.000 Rp300.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp300.000.000 Rp0
Bagian umum Sekretariat Daerah Rp22.084.778.186 Rp0 Rp0 Rp0 | Rp16.146.414535 Rp4.100.165.469| __ Rp22.336.560.004 Rp50.000.000 Rp0 Rp50.000.000 Rp22.386.580.004 Rp598.198.162
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
40101 PEMERINTAHAN DAERAH Rp22.984.778.186 Rp0 Rp0 Rp0|  Rp18.146.414.535 Rp4.190.165.469|  Rp22.336.580.004 Rp50.000.000 RpO Rp50.000.000 Rp22.386.580.004 Rp598.198.162
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
4.01.01.2.01 e Rp23.130.000 RpO RpO RpO Rp13.417.440 Rp6.610.900 Rp20.028.340 Rp0 RpO Rp0 Rp20.028.340 Rp3.101.660
4.01.01.2.01.02 e San penyusunsn Pokimen Rp23.130.000 Rp0 RpO RpO Rp13.417.440 Rp6.610.900 Rp20.028.340 Rp0 RpO RpO Rp20.028.340 Rp3.101.660
51 BELANJA OPERAS| Rp23.130.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp13.417.440 Rp6.610.900 Rp20.028.340 Rp0 Rp0 Rp0 Rp20.028.340 Rp3.101.660
5102 Belanja Barang dan Jasa Rp23.130.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp13.417.440 Rp6.610.900 Rp20.026.340 Rp0 Rp0 Rp0 Rp20.028.340 Rp3.101 660
510201 Belanja Barang Rp23.130.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp13.417.440 Rp6.610.900 Rp20.028.340 Rp0 Rp0 Rp0 Rp20.028.340 Rp3.101 660
51.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis Rp23.130.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp13.417.440 Rp6.610.900 Rp20.028.340 Rp0 Rp0 Rp0 Rp20.028.340 Rp3.101.660
510201010024 Ealonjs Al Baliar ik Koglotar Kantor 706.235.000 "o "0 700 Rp3.567.000 792.023.500 795590500 750 "0 700 75.590.500 Rpeda.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
5.1.02.01.01.0025 Palnia Mamaha Rp3.195.000 Rp0 RpO RpO R92.100.000 Rp1.085.000 Rp3.185.000 RpO RpO RpO Rp3.185.000 Rp10.000
sToz01010026 Bears AaSahan uri Kegatan Fantor "p13110000 0 w0 w0 o7 750440 g3 502,400 ot 252840 o0 w0 0 ot 252840 wor057.160
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
5.1.02.01.01.0036 o g ey Rp590.000 Rp0 RpO RpO RpO RpO Rp0 RpO RpO Rp0 Rp0 Rp590.000
4.01.01.2.02 Adminisnel Keuangsn Fersnglast Rp53.615.000 RpO Rp0 RpO Rp10.241.270 Rp25.680.100 Rp35.921.370 Rp0 Rp0 Rpo Rp35.921.370 Rp17.693.630
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4.01.01.2.02.03 et s Konsmmar i Rp27.615.000 RpO Rp0 RpO Rp10.241.270 Rp13.641.800 Rp23.883.070 Rp0 Rp0 Rp0 Rp23.883.070 Rp3.731.930
51 BELANJA OPERAS! Rp27.615.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp10.241270 Rp13.641.800 Rp23.863.070 Rp0 Rp0 Rp0 Rp23.883.070 Rp3.731.930
5102 Belanja Barang dan Jasa Rp27.615.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp10.241270 Rp13.641.800 Rp23.883.070 Rp0 Rp0 Rp0 Rp23.883.070 Rp3.731.930
510201 Belanja Barang Rp27.615.000 Ro0 Rp0 Rp0 Rp10.241.270 Rp13.641.800 Rp23.683.070 Ro0 Rp0 Rp0 Rp23.883.070 Rp3.731.930
51020100 Belanja Barang Pakal Habis Rp27.615.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp10.241.270 Rp13.641.6800 Rp23.683.070 Rp0 Rp0 Rp0 Rp23.683.070 Rp3.731.930
5.1.02.01.01.0024 iﬂff;':“’:'z;’zi’f” uribuk Keglatan Kantor. Rp8.285.000 RpO RpO RpO Rp4.336.770 Rp3.947.000 Rp8.283.770 RpO RPO RpO Rp8.283.770 Rp1.230
5.1.02.01.01.0025 E:::’:d‘;':wazf“ untuk Kegiatan Kantor- RPpS.000.000 RpO RPO RPO Rp2.586.300 Rp2.410.000 Rp4.996.300 RpO RPO RpO Rp4.996.300 Rp3.700
5.1.02.01.01.0026 o e BaRAn UntukKealaan KApor: Rp14.330.000 Rp0 R0 Rp0 R93.318.200 Rp7.284.800 Rp10.603.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp10.603.000 Rp3.727.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4.01.01.2.02.05 ot et Rp6.000.000 Rp0 RO RpO RpO RO RpO RpO RO RpO RpO Rp6.000.000
51 BELANJA OPERAST Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Ro0 Rp0 Ro0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.000.000
5102 Belanja Barang dan Josa Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Ro0 Rp0 Ro0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.000.000
510201 Belanja Barang Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.000.000
51020100 Belanja Barang Pakal Habis Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.000.000
Belanja Ala/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
5.1.02.01.01.0024 el A Rp1.835.000 Rp0 RpO RpO RpO RpO RpO Rp0 Rp0 Rpo RpO Rp1.835.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
5.1.02.01.01.0025 Eelani> Mlanals Rpd85.000 Rp0 RO RpO Rp0 RpO RpO RpO Rp0 RpO RpO Rpags.000
5.1.02.01.01.0026 2l A mehan ok Kedlata Fanae Rp3.680.000 Rp0 RpO RpO RpO RO Rp0 RpO RpO Rp0 RpO Rp3.680.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
4.01.01.2.02.07 e s saiaaEaa Rp20.000.000 Rp0 RpO RpO RpO Rp12.038.300 Rp12.038.300 RpO RO Rp0 Rp12.038.300 Rp7.961.700
SKPD
51 BELANJA OPERAST Rp20.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.038.300 Rp12.038.300 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.038.300 Rp7.961.700
5102 Belanja Barang dan Josa Rp20.000.000 R0 Rp0 Rp0 RpO Rp12.038.300 Rp12.038.300 Ro0 Rp0 Rp0 Rp12.038.300 Rp7.961.700
510201 Belanja Barang Rp20.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.038.300 Rp12.038.300 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.038.300 Rp7.961.700
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SP) - LS Gaji SP) - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GUTU Jumlah SP) (LS +
Kode Rekening Uraian Jumiah Anggaran UP/GU/TU) s.d Bulan | Sisa Pagu Anggaran
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s
1 2 3 2 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 1 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13)
51.0201.00 Belanja Barang Pakai Habis Rp20.000.000 Rp0 Ro0 Rp0 RpO Rp12.038.300 Rp12.038.300 Rp0 Ro0 Rp0 Rp12.038.300 Rp7.961.700
5.1.02.01.01.0024 oy ananunbukc Keglatan Kanitor¢ Rp2.791.000 RpO RpO RpO RpO Rp2.768.500 RP2.768.500 RpO RpO RpO Rp2.768.500 Rp22.500
5.1.02.01.01.0025 Polans AauBshanuntuk Keglatan Kanbor: Rp1.935.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.395.000 Rp1.395.000 Rp0 RpO Rp0 Rp1.395.000 Rp540.000
5.1.02.01.01.0026 T s han UK Kedlan AT Rp15.274.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp7.874.800 Rp7.874.800 Rp0 Rp0 Rp0 Rp7.874.800 Rp7.399.200
4.01.01.2.05 :‘:'B"r';‘.:s“a“ Kepagawalan Rerangiait Rp174.320.000 Rp0 RpO RpO Rp125.703.250 Rp38.667.620 Rp164.371.070 RpO RpO RpO Rp164.371.070 Rp9.948.930
Pendataan dan Pengolahan
4.01.01.2.05.03 g el Rp174.320.000 Rp0 RpO Rp0 Rp125.703.250 Rp38.667.620 Rp164.371.070 RpO R0 RpO Rp164.371.070 R99.948.930
51 BELANJA OPERASI Rp174.320.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp125.703.250 Rp36.667.620 Rp164.371.070 Ro0 RpO Rp0 Rp164.371.070 Rp9.948.930
5102 Belanja Barang dan Jasa Rp174.320.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp125.703.250 Rp36.667.620 Rp164.371.070 Rp0 Rp0 Rp0 Rp164.371070 Rp9.948.930
51.02.01 Belanja Barang Rpd3.736.000 Rp0 Rp0 RpO Rp33.655.000 Rp0 Rp33.855.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp33.855.000 Rp9.881.000
5.1.02.01.00 Belanja Barang Pakal Habis Rpd3.736.000 Rp0 Rp0 RpO Rp33.855.000 Rp0 Rp33.855.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp33.855.000 Rp9.881.000
5.1.02.01.01.0024 Selania AatRstisauntuk Kedlatan Kenkort Rp13.261.000 RpO Rp0 RpO Rp12.615.150 RpO Rp12.615.150 Rp0 RpO Rp0 Rp12.615.150 Rp645.850
Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0025 Belanja """‘/B“:’”‘ untuk Keglatan Kantor- Rp12.250.000 RpO RpO RpO Rp9.867.900 RpO Rp9.867.900 RpO RpO RpO Rp9.867.900 Rp2.382.100
5.1.02.01.01.0026 Detanje MlanBahan untuk: Kegleten Kantor: Rp18.225.000 RpO RpO RpO Rp11.371.950 RpO Rp11.371.950 RpO RpO RpO Rp11.371.950 Rp6.853.050
51,0204 Belana Perjalanan Dinas Rp130.584.000 Rp0 Rp0 RpO Rp91.848.250 Rp38.667.620 Rp130.516.070 Rp0 Rp0 Rp0 Rp130.516.070 Rp67.930
5.1.02.04.00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Neger: Rp130.584.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp91.848.250 Rp38.667.820 Rp130.516.070 Rp0 Rp0 Rp0 Rp130.516.070 Rp67.930
5.1.02.04.01,0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp95.354.000 Rp0 Rp0 Rp0 RpS6.633.250 Rp38.667.620 Rp95.301.070 Rp0 Rp0 R0 Rp95.301.070 Rp52.930
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp35.230.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp35.215.000 Rp0 Rp35.215.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp35.215.000 Rp15.000
4.01.01.2.06 BdRiniata ik Recsikat Rpd.442.239.631 RpO RpO RpO Rp3.676.920.323 Rp695.547.750 Rp4.372.468.073 Rp39.541.000 RpO Rp39.541.000 Rp4.412.009.073 Rp30.230.558
Penyediaan Komponen Instalasi
4.01.01.2.06.01 mthiehindel o Rp123.228.631 Rp0 RO Rp0 Rp96.988.470 R926.168.250 Rp123.156.720 RpO R0 Rp0 Rp123.156.720 Rp71.911
51 BELANJA OPERAS| Rp123.228.631 Rp0 Ro0 Rp0 Rp96.988.470 Rp26.168.250 Rp123.156.720 Ro0 Rp0 Rp0 Rp123.156.720 Rp71.911
5102 Belanja Barang dan Jasa Rp123.228.631 Rp0 RpO RpO Rp96.988.470 Rp26.168.250 Rp123.156.720 Rp0 Rp0 Rp0 Rp123.156.720 Rp71.911
510201 Belanja Barang Rp123.228.631 R0 Rp0 RpO Rp96.988.470 Rp26.168.250 Rp123.156.720 Ro0 Rp0 Rp0 Rp123.156.720 Rp71.911
51020101 Belanja Barang Pakal Habis Rp123.228 631 Rp0 Rp0 Rp0 Rp96.988.470 Rp26.168.250 Rp123.156.720 Rp0 Rp0 Rp0 Rp123.156.720 Rp71911
5.1.02.01.01.0031 Eclony (emtinen (ks kewnin Ranin Rp123.228.631 Rp0 RpO RpO Rp96.988.470 Rp26.168.250 Rp123.156.720 RpO RO Rp0 Rp123.156.720 Rp71.911
Penyediaan Peralatan dan
4.01.01.2.06.02 B e Rp269.901.000 RpO RpO RpO Rp181.115.380 Rp66.079.720 Rp247.195.100 Rp0 RpO RpO Rp247.195.100 Rp22.705.900
51 BELANJA OPERAS| Rp269.901.000 Rp0 Rp0 RpO Rp181.115.360 Rp66.079.720 Rp247.195.100 Rp0 Rp0 Rp0 Rp247.195.100 Rp22.705.900
5102 Belanja Barang dan Jasa Rp269.901.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp181.115.380 Rp66.079.720 Rp247.195.100 Rp0 Rp0 Rp0 Rp247.195.100 Rp22.705.900
5.1.02.01 Belanja Barang Rp269.901.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp181.115.3680 Rp66.079.720 Rp247.195.100 Rp0 Rp0 Rp0 Rp247.195.100 Rp22.705.900
51020100 Belanja Barang Pakai Habis Rp269.901.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp161.115.360 Rp66.079.720 Rp247.195.100 Rp0 Rp0 Rp0 Rp247.195.100 Rp22.705.900
5.1.02.01.01.0024 Bans AlatDanan i ke A Rantor: Rp96.766.000 Rp0 RpO Rp0 Rp71.466.730 Rp25.206.070 Rp96.762.800 RpO RpO RpO Rp96.762.800 Rp3.200
5.1.02.01.01.0025 palania Alaimshian untuk Keglatan Kantor, Rp76.480.000 RpO RO RpO Rp40.941.450 Rp13.467.750 Rp54.409.200 Rp0 R0 Rp0 Rp54.409.200 R922.070.800
5.1.02.01.01.0026 g::f:'{ac’;zvaaha“ untuk Kegiatan Kantor- Rp71.155.000 RpO RpO RpO Rp62.557.200 RpB.565.900 Rp71.123.100 RpO RpO RpO Rp71.123.100 Rp31.900
5.1.02.01.01.0027 RN UK KRl KA Rp25.500.000 Rp0 RpO RpO Rp6.150.000 Rp18.750.000 Rp24.900.000 RpO RpO RpO Rp24.900.000 Rp600.000
4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp256.785.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp249.719.230 Rp249.719.230 Rp0 Rp0 Rp0 Rp249.719.230 Rp7.065.770
51 BELANJA OPERASI Rp50.000.000 Rp0 Rpl Rp0 Rp0 Rp49.942.230 Rpa9.942.230 Rp0 Rp0 Rp Rpd9.942.230 Rp57.770
5102 Belanja Barang dan Jasa Rp50.000.000 Rp0 Aol R0 Rp0 Rp49.942.230 Rpd9.942.230 Rp0 Rp0 Rpl Rpa9.942.230 Rp57.770
51.02.01 Belanja Barang Rp50.000.000 Rp0 Rp Rp0 Rp0 Rp49.942.230 Rpa9.942.230 Rp0 Rp0 Rpl Rpa9.942.230 Rp57.770
5.1.02.01.00 Belanja Barang Pakal Habis Rp50.000.000 Rp0 Rpl RpO Rp0 Rp49.942.230 Rpd9.942.230 Rp0 Rp0 Rp Rpd9.942.230 Rp57.770
5.1.02.01,01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp50.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp49.942.230 Rpa9.942.230 Rp0 Rp0 Rp0 Rpd9.942.230 Rp57.770
52 BELANJA MODAL Rp206.785.000 R0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp199.777.000 Rp199.777.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp199.777.000 Rp7.008.000
5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp206.785.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp199.777.000 Rp199.777.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp199.777.000 Rp7.008.000
5.2.02.05 $::‘ag’;2 Modal Alat:kankor dah Rumah Rp206.785.000 Rp0 RpO RpO RpO Rp199.777.000 Rp199.777.000 RpO RpO RpO Rp199.777.000 Rp7.008.000
52.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp206.785.000 Rp0 Rp! Rp0 Rp0 Rp199.777.00 Rp199.777.000 Rp0 Rp Rpl Rp199.777.000 Rp7.008.000
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp206.785.000 Rp0 Rp! Rp0 Rp0 Rp199.777.00 Rp199.777.000 Rp0 Rl Rp Rp199.777.000 Rp7.008.000
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp1.731.655.000 R0 Rp Rp0 Rp1.422.920.500 Rp308.834.15, Rp1.731.754.650 Rp0 Rp Rpl Rp1.731.754.650 Rp100.350
51 BELANJA OPERAST Rp1.731.855.000 Rp0 Rpl Rp0 Rp1.422.920.500 Rp308.834.15, Rp1.731.754.650 Rp0 Rp Rpl Rp1.731.754.650 ’p100.350
51.02 Belanja Barang dan Jasa RpL.731.855.000 R0 Rp0 Rp0 Rp1.422.920.500 Rp308.834.150 RpL.731.754.650 Rp0 Rp0 Rp0 RpL.731.754.650 Rp100.350
510201 Belanja Barang Rp1731.855.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.422.920,500 Rp308.834.150 Rp1.731754.650 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.731.754.650 Rp100.350
51.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.731.855.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.422.920.500 Rp308.834.150 Rp1.731.754.650 Ro0 Rp0 Rp0 Rp1.731.754.650 Rp100.350
51.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp334.265.000 Ro0 Rp0 Rp0 Rp260.348.750 Rp73.859.500 Rp334.208.250 Ro0 Rp0 Rp0 Rp334.208.250 Rp56.750
5.1.02.01.01.0053 $:::G’“ Makanan dan Minuman Jamuan Rp1.397.590.000 RpO RpO RpO Rp1.162.571.750 Rp234.974.650 Rp1.397.546.400 RpO RpO RpO Rp1.397.546.400 Rpd3.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
4.01.01.2.06.05 [ehsdomiis RpS.000.000 RpO RpO RpO RpO Rp4.810.600 Rp4.810.600 RpO RpO RpO Rp4.810.600 Rp189.400
51 BELANJA OPERASI Rp5.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.810.600 Rp4.810.600 Rp0 Rp0 Rp0 Rpa.610.600 Rp169.400
5102 Belanja Barang dan Jasa Rp5.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rpd.810.600 Rp4.610.600 Rp0 Rp0 Rp0 Rpa.610.600 Rp169.400
510201 Belanja Barang Rp5.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rpd 810,600 Rp4.610.600 Rp0 Rp0 Rp0 Rpd.810.600 Rp189.400
51.02.01.00 Belanja Barang Pakal Habis Rp5.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.810.600 Rp4.610.600 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.810.600 Rp189.400
5.1.02.01.01.0026 S:'::“ac‘;'éz“’““ untuk Kegiatan Kantor- Rp5.000.000 RpO RpO RpO RpO Rp4.810.600 Rp4.810.600 RpO RpO RpO Rp4.810.600 Rp189.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
4.01.01.2.06.09 e Rp2.055.470.000 RpO Rp0 RpO Rp1.975.895.973 Rp39.935.800 Rp2.015.831.773 Rp39.541.000 Rp0 Rp39.541.000 Rp2.055.372.773 Rp97.227
51 BELANJA OPERAS! Rp2.055.470.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.975.895.973 Rp39.935.800 Rp2.015831.773 Rp39.541.000 Rp0 Rp39.541.000 Rp2.055.372.773 Rp97.227
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